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KATA SAMBUTAN
WAKIL MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
ABDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PADA PELUNCURAN LAPORAN
“PENILAIAN PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS DIALOG NASIONAL: MENUJU LANDASAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA”

6 Desember, 2012 – Jakarta, Indonesia


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Yang Saya Hormati,
Bapak/Ibu Peserta dari Kementerian/Lembaga dan Daerah 
Bapak/Ibu Narasumber
Bapak/Ibu Perwakilan Mitra Pembangunan Internasional
Dan Hadirin Sekalian,

Merupakan kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak dan ibu sekalian dalam acara peluncuran laporan hasil “Penilaian Perlindungan Sosial berbasis Dialog Nasional: Menuju Pendefinisian Landasan Perlindungan Sosial di Indonesia.”  Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur ILO dan Kelompok Kerja Social Protection Floor yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan laporan ini. Kita bersama pagi ini akan mendengarkan hasil kajian atau penilaian dan juga rekomendasi bagi pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih teringerasi bagi Indonesia ke depan. 
Perlindungan sosial memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam pembangunan manusia dan ekonomi nasional. Peran ini menjadi signifikan manakala kita masih dihadapkan pada masalah kemiskinan, kesenjangan, serta kerentanan sosial dan ekonomi.  Kondisi ini mau tidak mau membutuhkan pengarusutamaan inklusi sosial ke dalam berbagai progam-progam perlindungan sosial serta instrumen pembangunan lainnya.  

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Upaya mengembangkan sistem jaminan sosial di Indonesia telah diamanatkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, juga disebutkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sistem perlindungan sosial dan sistem jaminan sosial perlu disusun dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.  
Berdasarkan kebijakan yang ada sekarang, Indonesia memiliki cukup lengkap program-program perlindungan sosial.  Mulai dari pensiun, asuransi kecelakaan kerja, tunjangan hari hari tua hingga jaminan kesehatan dan subsidi beras untuk masyarakat miskin, beasiswa siswa miskin, Program Keluarga Harapan, dan berbagai bantuan untuk anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Untuk perluasan kesempatan kerja, selain program-program pelatihan juga terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang memberikan kesempatan kerja bagi warga miskin.  Saat ini kita juga tengah mempersiapkan perluasan jaminan kesehatan yang akan dimulai melalui BPJS Kesehatan pada awal tahun 2014 dan jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan pada pertengahan tahun 2015.  
Sejalan dengan berbagai persiapan pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional di atas, upaya menentukan Landasan Perlindungan Sosial dapat membantu kita mencapai perlindungan sosial yang terintegrasi secara terencana dan sistematis. Untuk jangka menengah dan panjang, kita dapat memperhitungan kebutuhan biaya yang perlu disiapkan agar terjamin keberlanjutannya.  Hal ini tidak saja membutuhkan penilaian dan perhitungan secara teknis, namun juga keputusan politik.  
Landasan Perlindungan Sosial adalah initiatif global yang menyediakan kerangka perencanaan kebijakan sosial untuk menjamin penghidupan dan melindungi seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan.  Kerangka LPS ini juga digunakan untuk mengidentifikasikan kondisi saat ini dan kesenjangan yang ada, serta rekomendasi pengembangan dan pencapaian kondisi sistem perlindungan sosial yang kita inginkan, setidaknya pada kondisi minimum, di masa mendatang.  Semua upaya ini dapat membantu kita semua memfasilitasi transformasi sosial yang sedang kita siapkan bersama.
Dalam melangkah maju, kemitraan menjadi sangat penting untuk mempromosikan program-program perlindungan sosial yang lebih terintegrasi sekaligus menjadikannya strategi penanggulangan kemiskin yang efektif.  Hal ini juga membutuhkan pendekatan dan kerjasama lintas sektor serta dukungan berbagai pihak dan masyarakat.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Meskipun laporan ini tidak legally and financially binding,  saya sangat berharap agar laporan penilaian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi perlindungan sosial yang dapat menjangkau seluruh penduduk.  Pada akhirnya, kami mengharapkan kerjasama dan kesepahaman yang berkelanjutan antar Kementerian dan lembaga yang selama ini telah terlibat dalam penyusunan laporan penilaian landasan perlindungan sosial ini.

[bookmark: _GoBack]Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lukita Dinarsyah Tuwo
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